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                                                                  Abstrak 
Issu yang mengglobal saat ini khusus di negara ASEAN, 
dimana Indonesia merupakan salah satu anggotanya 
menghendaki peningkatan kesadaran akan peran dan fungsi 
pemerintah untuk memenangkan daya saing antar negara. 
Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, harus berperan aktif 
melahirkan kebijakan melalui berbagai program sesuai 
dengan potensi dan kearifan lokal yang dimiliki. Harapan 
kedepan adalah meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah 
sekaligus masyarakatnya, dengan menyiapkan rencana 
strategis diberbagai sektor dan bidang seperti sektor tenaga 
kerja, investasi, industri rumah tangga, badan koperasi, usaha 
kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata, termasuk 
pemberdayaan para pengusaha agar   mampu menciptakan 
peluang dan daya saing di berbagai sektor dan bidang. 
Termasuk program pemberdayaan desa (gampoeng) dengan 
konsep “one village one product”. Kesemuanya ini 
merupakan kebijakan strategis yang harus dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota 
Lhokseumawe, dalam rangka menciptakan keunggulan, daya 
saing dan produktivitas untuk menghadapi era Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) yang sedang berlangsung saat ini.  
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PENDAHULUAN  
Di era globalisasi sekarang ini, banyak hal 
terjadi dan dialami banyak negara, baik negara 
maju, negara berkembang maupun negara 
terbelakang. Aktivitas yang berkembang, telah 
mengglobal dan menembus batas batas 
kekuasaan negara, dan terjadi diberbagai bidang 
kehidupan baik ideologi, politik, ekonomi, sosial 
budaya maupun hankam. Kegiatan yang 
mengglobal tersebut mempengaruhi serta 
berdampak luas terhadap jalannya kehidupan 
bangsa dan negara, mulai dari pusat sampai ke 
daerah hingga pada level pemerintahan 
terendah. Menghadapi situasi ini, pemerintah 
nampaknya belum maksimal melakukan 
persiapan menghadapi era global dimana 
persaingan yang semakin kompetitif dan terbuka.  
Pemerintah paling paling baru berbuat sebatas 
pengenalan dan sosialisasi sehingga masyarakat 
belum seluruhnya memahami perkembangan 
tentang era global yang terjadi. 
 Munculnya Wold Trade Organization 
(WTO), Asian Free Trade Asosiation (AFTA) dan 
Asean Economic Community (AEC) atau 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang 
merupakan gabungan beberapa negara kawasan 
Asia Tenggara, mengharuskan negara kita untuk 
berbuat lebih intens, sehingga bangsa Indonesia 
tidak tertinggal dari negara negara lain, 
khususnya di lingkungan negara Asia. 
 Kebijakan strategis Negara Indonesia, 
seperti peningkatan kualitas sumber daya 
manusia, proteksi pemerintah terhadap industri 
rakyat, dan pelibatan pengusaha untuk 
mengelola sektor sektor publik (swastanisasi) 
mutlak diperlukan agar masyarakat Indonesia 
tidak sekedar menjadi penonton dan konsumen 
di era pasar bebas tersebut. Peran pemerintah 
mensinergikan sektor usaha yang digeluti oleh 
pengusaha dan masyarakat sebagai upaya 
menjadi “production base” yang menghasilkan 
produk bermutu dan siap bersaing dengan 
produk negara luar. 
Kebijakan strategis lain, misalnya 
penerapan konsep “One Village One Product 
(OVOP)”, juga merupakan upaya untuk 
memberdayakan masyarakat (empowering) 
untuk melakukan inovasi terhadap barang yang 
dihasilkan pada setiap Gampong (Desa). Ketika 
produksi barang dan jasa di setiap Gampong 
(Desa) bisa dioptimalkan, maka tugas Pemerintah 
Daerah sebagai wujud akuntabilitas harus 
memproteksi agar produk yang dihasilkan bisa 
bertahan dan selalu dicari di pasaran.  Komitmen 
Pemerintah Daerah melindungi kepentingan 
rakyat dalam arus pasar bebas negara negara 
Asia dan pasar global, sesungguhnya menjadi 
komitmen yang harus diwujudkan pada setiap 
level pemerintahan, mulai dari Pusat, Provinsi, 
Kabupaten/Kota sampai dengan pada tingkat 
Desa/Gampong. 
Khusus untuk Pemerintah Kota 
Lhokseumawe, kiranya perlu melakukan 
kebijakan kebijakan dalam menghadapi era MEA 
ini, seperti strategi melakukan intervensi di 
berbagai bidang, dengan menyiapkan produk 
produk unggulan dari daerah sendiri. 
Pengembangan industri besar termasuk 
penyiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 
Usaha industri kecil (home industry) dan 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jurnal HUMANIS Volume 4 Nomor 1 (Maret 2018)          
 
19 
menengah (UKM), pengembangan industri 
bidang perikanan, pembinaan nelayan pesisir 
pantai serta industri pariwisata dan penyiapan 
tenaga kerja di berbagai bidang, termasuk 
pencarian investasi dalam skala besar, 
merupakan kebijakan yang dapat digarap untuk 
mewujudkan kebijakan strategis yang ofensif dan 
defensif menghadapi era MEA. 
KEBIJAKAN  
Kata “Kebijakan” berasal dari kata “bijak” 
yang artinya “pandai mempergunakan akal; 
cendekia. Kemudian “Bijaksana”  diartikan 
sebagai hal pandai mempergunakan akal 
pemikiran serta dapat membedakan yang baik 
dan mana yang tak baik; arif; selalu dengan 
nalar”. Seterusnya kata “kebijaksanaan” diartikan 
sebagai “kepandaian menggunakan akal budinya 
(pengalaman dan pengetahuannya) atau sebagai 
“kecakapan bertindak apabila menghadapi 
kesulitan dan sebagainya” (KBBI, 2014).  
Sedangkan kebijakan diartikan sebagai 
“rangkaian konsep dan asas yang menjadi 
pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan 
suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara 
bertindak (http://id.wikipedia.org/wiki/kebijakan, 
diakses tgl. 6 Desember 2017). Kebijakan juga 
diartikan sebagai “suatu kumpulan keputusan 
yang diambil oleh seseorang pelaku atau 
kelompok politik dalam usaha memilih tujuan 
tujuan dan cara cara untuk mencapai tujuan 
tujuan itu” (http://id.shvoong.com/writing-and-
speaking/2181189 diakses tgl. 6 Desember 2017). 
Kebijakan juga merupakan “semacam jawaban 
terhadap suatu masalah, merupakan upaya 
untuk memecahkan, mengurangi, mencegah 
suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu 
dengan tindakan yang terarah (Hoogerwerf, 
1988, dalam Wahab).   
Berbagai definisi dikemukakan para ahli 
tentang kebijakan, pada prinsipnya dikatakan 
bahwa kebijakan menyangkut dengan keputusan 
yang diambil atau dikeluarkan yang jadi pedoman 
oleh badan atau aparatur pemerintah. Tujuannya 
adalah untuk ketertiban dan kemaslahatan warga 
masyarakat. Sering kali suatu kebijakan yang 
dirumuskan selalu dikaitkan dengan publik, maka  
kebijakan menjadi produk kebijakan publik. 
Kebijakan seperti ini menjadi suatu pedoman 
yang menyeluruh, baik tulisan maupun lisan yang 
memberikan suatu batas umum dan arah sasaran 
tindakan yang akan dilakukan pemimpin 
(Nugroho, 2009,21) 
Memahami pemikiran tersebut di atas 
maka kebijakan publik tidak hanya berupa apa 
yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga 
apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah, 
karena keduanya sama-sama membutuhkan 
alasan-alasan yang harus dipertanggung 
jawabkan. Dengan demikian kebijakan publik 
dianggap sebagai pengalokasian nilai-nilai 
kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang 
keberadaannya mengikat. Sehingga dapat 
melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat 
dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari 
sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang 
merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai 
kepada masyarakat.  
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Setyawati dalam Wahab (2012:39) 
menyatakan bahwa kebijakan publik adalah 
kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh 
pejabat-pejabat pemerintah, dan implikasi dari 
kebijakan tersebut adalah: 
1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan 
tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan 
yang berorientasi pada tujuan. 
2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan 
pemerintah. 
3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-
benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan 
merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk 
dilakukan. 
4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat 
positif dalam arti merupakan 
tindakan pemerintah mengenai segala 
sesuatu masalah tertentu, atau bersifat 
negatif dalam arti merupakan keputusan 
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.  
5. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam 
arti yang positif didasarkan pada peraturan 
perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa. 
Kebijakan merupakan arah tindakan yang 
mempunyai maksud yang ditetapkan oleh 
seorang aktor atau sejumlah aktor dalam 
mengatasi suatu masalah atau persoalan.  
Mencermati pendapat pendapat tersebut 
diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
diperlukan untuk menghadapi dan mengatasi 
suatu situasi dan kondisi melalui langkah langkah 
yang mendorong terciptanya suatu harapan yang 
diinginkan. Dalam rangka menghadapi 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kebijakan 
merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan 
untuk menciptakan suatu situasi dan kondisi 
tertentu, terutama sekali berkaitan dengan 
penciptakan program sinergistik, kapasitas, 
kinerja dan daya saing tinggi untuk menghadapi 
negara negara yang telah melangkah kearah 
dunia yang lebih global.  
 
PEMERINTAH DAERAH 
Banyak pakar yang memberikan 
pengertian dari “Pemerintah”, seperti Pranadjaja 
(2003:24) menjelaskan bahwa “Istilah 
Pemerintah berasal dari kata perintah, yang 
berarti perkataan yang bermaksud menyuruh 
melakukan sesuatu yang harus dilakukan. 
Pemerintah adalah orang, badan atau aparat 
yang mengeluarkan atau memberi perintah”. 
Dilain pihak juga tidak sedikit para pakar yang 
membicarakan “pemerintah” selalu dibedakan 
Pemerintah dalam arti sempit dan pemerintah 
dalam arti luas. Pemerintah dalam arti sempit 
adalah pemerintah yang dilakukan oleh badan 
eksekutif saja, yaitu Presiden dibantu oleh para 
menteri menterinya dalam rangka mencapai 
tujuan negara. Sedangkan Pemerintah dalam arti 
luas adalah pemerintah yang dilakukan oleh 
badan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dalam 
rangka mencapai tujuan negara (C.F Strong, 
2003). 
Pengertian tersebut bila dikaitkan 
dengan Pemerintah Daerah maka pengertiannya 
juga tidak jauh bergeser, sebab organ yang 
menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan 
adalah badan atau organ pemerintah  yang ada di 
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daerah, walaupun kalau dikaji lebih dalam akan 
didapati fungsi dan peranan yang berbeda 
menurut tingkatan masing masing pemerintahan. 
Pemerintahan Daerah merupakan sub komponen 
geografis dari suatu negara berdaulat, sehingga 
ia berfungsi memberikan pelayanan umum pada 
suatu wilayah tertentu (Rafsanjani, 2011). 
Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 1 
ayat 3 disebutkan “Pemerintah Daerah adalah 
kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom”. Selanjutnya dalam 
pasal 1 ayat 6 disebutkan “Otonomi Daerah 
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
Urusan Pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia”.  
Untuk fokusnya penulisan ini, selanjutnya 
penulis akan membatasi diri bahwa yang 
dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah 
Pemerintah Kota, dalam hal ini Pemerintah Kota 
Lhokseumawe yang menyelenggarakan 
pemerintahan daerah yang punya hak, 
wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangganya. Dengan demikian,  
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ini akan 
menyangkut peranan dan fungsi pemerintah kota 
dalam menentukan kebijakan strategis untuk 
mengambil langkah dalam mengatasi berbagai 
persoalan dan masalah pemerintahan baik dalam 
rangka memberikan pelayanan (service), 
pengaturan (regulasi) dan pemberdayaan 
(empowering) kepada publik. Dan secara khusus 
dalam tulisan ini, yang jadi fokus adalah 
bagaimana kebijakan strategis yang dijalankan 
Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam rangka 
menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) sesuai dengan hak, wewenang dan 
kewajiban sebagaimana ditentukan dalam 
undang undang pemerintahan daerah yang 
berlaku.  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  
  MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN 
pada umumnya diartikan sebagai sebuah sistem 
perdagangan bebas yang terjadi antar negara 
anggota ASEAN. Pada sistem ini ditandai dari 
adanya kebijakan pembebasan bea cukai barang 
dan bebagai komoditi antar negara ASEAN, dan 
negara negara lain juga bebas memasukkan 
barangnya ke sesama negara anggota ASEAN 
lainnya. 
  Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dalam 
bahasa Inggeris disebut ASEAN Economic 
Community (AEC) adalah sebuah integrasi 
ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan 
bebas sesama negara negara di ASEAN. Seluruh 
negara anggota ASEAN telah menyepakati 
perjanjian kerjasama ini, yang dirancang untuk 
mewujudkan pengembangan ekonomi dan daya 
saing kawasan ASEAN tahun 2020 nantinya 
antara anggota ASEAN dengan negara negara 
lainnya. 
  Kerjasama ekonomi negara negara 
ASEAN mengarah kepada pembentukan 
komunitas ekonomi sebagai suatu integrasi 
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ekonomi kawasan ASEAN yang stabil, makmur 
dan berdaya saing tinggi. MEA yang diberlakukan 
pada Desember 2015, bertujuan untuk 
mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan 
sosial dan pengembangan budaya masing masing 
negara anggota (Tri Ervina, 2015) 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ialah 
suatu realisasi dari tujuan akhir terhadap 
integrasi ekonomi yang telah dianut didalam 
negara anggota ASEAN Visi  2020 yang 
berdasarkan atas kepentingan para negara  
anggota ASEAN untuk dapat memperluas dan 
memperdalam integrasi ekonomi lewat inisiatif 
yang ada dan baru dengan memiliki batas waktu 
yang jelas. Di dalam mendirikan masyarakat 
ekonomi ASEAN atau MEA, ASEAN mesti 
melakukan tindakan sesuai dengan  prinsip 
prinsip terbuka, berorientasi untuk mengarah ke 
luar, transparan, dan mengarah pada pasar 
ekonomi yang teguh pendirian dengan peraturan 
multilateral serta patuh terhadap sistem untuk 
pelaksanaan dan kepatuhan atas komitmen 
ekonomi yang efektif berdasarkan aturan. 
Dalam menghadapi era MEA ini kiranya 
pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kota 
Lhokseumawe, harus bekerja ekstra untuk 
mewujudkan rencana dan program strategis yang 
dirumuskan setiap tahun anggaran melalui 
rencana jangka pendek (1 Tahun), disamping 
merubah kebijakan strategis untuk jangka 
menengah (5 Tahun) dan jangka panjang (25 
Tahun), dengan tujuan agar di daerah muncul 
kekuatan baru, sehingga daerah dan masyarakat 
lebih berdaya dalam bersaing menghadapi era 
MEA ini.  
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif  dengan tipe penelitian deskriptif 
analisis, yaitu hasil akhir dari penelitian ini 
digambarkan dengan kata-kata atau dengan 
kalimat. Pendekatan ini digunakan untuk 
memperoleh gambaran yang mendalam secara 
konfrehensif tentang  kebijakan strategis yang 
dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam 
rangka menghadapi MEA.  
 Penelitian dilaksanakan pada beberapa 
Kantor dan Unit Kerja terkait di lingkungan 
Pemerintah  Kota Lhokseumawe. Lokasi ini di 
ambil sebagai lokasi penelitian di dasarkan pada 
spesialisasi bidang yang menjadi tugas pokok 
masing masing unit kerja dalam merumuskan 
langkah langkah strategi dalam menghadapi era 
MEA. Kantor dimaksud antara lain Bappeda Kota 
Lhokseumawe, Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi  dan Usaha Kecil 
Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kota 
Lhokseumawe, Dinas Penanaman Modal, 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 
(DPM PTSP dan TK) Kota Lhokseumawe, Dinas 
Periwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota 
Lhokseumawe. Lembaga lembaga tersebut 
merupakan unit kerja utama dalam menentukan 
kebijakan strategis menghadapi MEA khususnya 
dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.  
Penelitian ini mengadakan wawancara 
langsung dengan informan yang ditentukan 
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secara purposive  sampling. Informan yang 
ditentukan secara purposive sampling yaitu para 
Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota 
Lhokseumawe dan masyarakat.  
Penelitian ini menggunakan model 
analisis interaktif (interactive model of analysis), 
yaitu data yang diperoleh dianalisis secara 
kualitatif, setiap perkembangan data yang 
diperoleh akan ditampilkan.  Dengan demikian, 
kegiatan analisis data sudah mulai dilakukan 
pada saat-saat awal pengumpulan data lapangan. 
Data yang sudah dikumpulkan, diatur secara 
berurutan, diorganisasikan ke dalam satu pola, 
dikategorikan dan diuraikan ke dalam satuan 
uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 
yang pada gilirannya dapat memahami dan 
menentukan jawaban bagaimana kebijakan 
strategis yang dilakukan Pemerintah Kota 
Lhokseumawe dalam menghadapi MEA dan  
hambatan/kendala apa yang dialami Pemerintah 




Kemampuan Pemerintah Kota Lhokseumawe 
dalam Implementasi Tugas Pemerintahan 
(Otonomi Daerah) Menghadapi Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA)   
 
Pemerintah Kota Lhokseumawe 
merupakan salah satu tingkat pemerintah 
otonom yang berhak untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri. Semua 
kebijakan Pemerintah Kota diarahkan untuk 
kesejahteraan rakyat Kota Lhokseumawe, dengan 
kemampuan dana  yang tersedia. Untuk 
kelancaran pelaksanaan berbagai kebijakan 
pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan, Pemerintah Kota Lhokseumawe 
membentuk unit unit kerja sebagai wujud 
implementasi otonomi daerah.  
Kebijakan terakhir, pemerintah Kota 
Lhokseumawe mengeluarkan Qanun Kota 
Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Lhokseumawe. Ada 34 Unit kerja terbentuk 
sebagai implementasi Qanun nomor 9 Tahun 
2016 tersebut. Kesemuanya ini untuk 
memperkuat susunan Pemerintah Kota 
Lhokseumawe serta implementasi tugas pokok 
dan fungsi Pemerintah Kota untuk mengemban 
amanah sebagaimana  diatur dalam Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh dan Undang Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
Dengan memperhatikan ketentuan yang 
terdapat dalam kedua Undang Undang yang 
mengatur  Pemerintahan Daerah tersebut, pada 
prinsip keduanya punya kesamaan bahwa 
Pemerintah ingin mengarahkan Pemerintahan 
Daerah, dengan didasari landasan yang kuat 
dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, 
wewenang dan tanggung jawab dalam rangka 
melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan,  
pembangunan di berbagai sektor dan 
pemberdayaan  masyarakat. Dengan demikian, 
kebijakan atau aturan tersebut sangat 
mendukung kekuatan dan kewenangan 
Pemerintah Daerah untuk lebih giat dalam 
mengurus dan mengembangkan otonominya 
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dalam bentuk program dan kegiatan dalam 
menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan, 
lebih lebih di era Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) saat ini. Kesemuanya ini akan sangat 
berpengaruh dilihat dari kemampuan Pemerintah 
Daerah yang diukur dengan parameter tertentu, 
yaitu faktor kelembagaan, keuangan, 
kepegawaian dan material  (Kaho, 2003). Penulis 
akan menggunakan parameter tersebut untuk 
mengukur kemampuan Pemerintah dalam hal ini 
Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan 
kondisi yang dimiliki saat ini.  
 
Kemampuan Kelembagaan 
Kelembagaan merupakan potret 
pemerintahan yang terbagi dalam unit kerja atau 
unit organisasi, yang mencerminkan pembagian 
tugas pokok dan fungsi dari kekuasaan, 
kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah 
Kota. Pembagian tugas secara kelembagaan 
demikian pentingnya sehingga tidak terjadi 
duplikasi tugas antar lembaga dan masing masing 
unit kerja akan bekerja sesuai tugas, wewenang 
dan tanggung jawab masing masing. 
Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam 
menjalankan tugas, wewenang dan tanggung 
jawabnya, membentuk berbagai unit kerja, yang 
tujuannya tidak lain untuk memperjelas tugas, 
wewenang dan tanggung jawab masing masing, 
sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan 
fungsinya, unit kerja akan bekerja sesuai dengan 
beban kerja dan tanggung jawabnya. Unit kerja 
yang terbentuk dalam rangka mewujudkan tugas 
pokok, tujuan, beban kerja, program dan 
kegiatan adalah sebanyak 34 unit kerja, yang 
pengelompokannya masing masing berdasarkan 
pada urusan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan. 
Perangkat daerah yang sudah terbentuk 
tersebut, menunjukkan kemampuan Pemerintah 
Kota Lhokseumawe untuk mewujudkan tugas 
pokok, fungsi dan tanggungjawab yang 
diembannya secara kontinu, akuntabel, 
responsive menuju pencapaian good governance.  
 
Kemampuan Bidang Keuangan 
Kemampuan keuangan suatu Pemerintah 
Daerah, tercermin dalam penetapan berapa 
besar kemampuan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Kota) ditetapkan setiap 
tahunnya dalam rangka membelanjakan 
keuangan guna menutupi berbagai kebutuhan 
pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan dalam bentuk belanja langsung 
dan tidak langsung. Kemampuan keuangan juga 
mencerminkan berapa besar Pemerintah Daerah 
memasukkan uang ke kas daerah dalam bentuk 
pendapatan, seperti Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Dana Perimbangan dan lain lain 
pendapatan daerah.  
Berikut ini disajikan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) 
Lhokseumawe, untuk mengukur kemampuan 
keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe, dalam 
kurun waktu  lima tahun terakhir, sebagaimana 
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T A B E L   
APBK KOTA LHOKSEUMAWE 
TAHUN ANGGARAN 2013 S/D 2018 
 
No. APBK TH J U M L A H KETERANGAN 
1 2013 677.921.827.145,00 Setelah 
perubahan 
2 2014 840.599.869.766,84 Setelah 
perubahan 
3 2015 1.063.632.768.408,58 Setelah 
perubahan 
4 2016 1.233.375.866.172,00 Setelah 
perubahan 
5 2017 905.824.453.232,16   Setelah 
perubahan 
6 2018 807.968.037.381,26   Setelah 
perubahan 
Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, 2018 
 
Tersedianya keuangan dalam APBK 
menunjukkan kemampuan Pemerintah untuk 
membelanja sekian banyak program, proyek dan 
kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan 
missinya. Walapun demikian, di sektor keuangan 
publik ini, Pemerintah Kota Lhokseumawe hingga 
saat sekarang masih terdapat kendala kendala 
dalam realisasi keuangannya, ini ditandai oleh 
kemampuan membayar dana untuk membiayai 
kegiatan kegiatan tahunan agak tersendat 
disebabkan kas kosong, bahkan ada kegiatan 
yang harus diluncurkan pembayarannya ke tahun 
yang akan datang. Kesemuanya ini terjadi karena 
perencanaan yang dibuat tidak didukung data 
sebenarnya. 
 
Kemampuan Bidang Aparatur 
Aparatur atau kepegawaian merupakan 
hal penting yang harus dimiliki suatu unit kerja 
atau lembaga. Kemampuan unit kerja atau 
lembaga untuk mencapai visi, missi dan tujuan 
serta pelaksanaan program dan kegiatan sangat 
dipengaruhi oleh aparatur, baik secara kualitatif 
maupun kwantitatif. Karenanya untuk 
memperoleh aparatur yang  qualified dengan 
jumlah memadai, peranan tim rekruitmen dalam 
hal penerimaan pegawai baru dan peranan 
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 
(Baperjakat) dalam hal penempatan aparatur 
dalam suatu jabatan sangat membantu.  
Saat ini Pemerintah Kota Lhokseumawe 
memiliki pegawai atau Aparatur Sipil Negara 
(ASN) sebanyak 4.359 orang, dengan jenis 
kelamin laki laki sebanyak 1.460 orang dan jenis 
kelamin perempuan sebanyak 2.899 orang. 
Semua aparatur tersebut punya pangkat yang 
beragam, jenjang pendidikan dan keahlian yang 
berbeda, ditempatkan pada berbagai unit kerja di 
lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. 
 Berdasarkan data tersebut, menunjukkan 
bahwa kapasitas Pemerintah Kota Lhokseumawe 
akan mampu menyelesaikan tugas pokok, fungsi, 
tanggung jawab serta wewenangnya yang 
diamanahkan oleh undang undang dalam rangka 
penguatan implementasi otonomi daerah, karena 
hampir 80 % pegawai Pemerintah Kota 
Lhokseumawe adalah pegawai yang 
berpendidikan tinggi. 
Para aparatur saat ini dituntut untuk 
berkinerja tinggi, lebih lebih di era global 
sekarang ini, harus punya kemampuan yang 
tinggi dengan pola kerja yang efektif, effisien, 
kreatif, responsif, transparan dan akuntabel, 
dengan menggunakan berbagai tehnik, metode 
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serta informatika, untuk mencapai pelayanan 
prima, daya saing serta produktivitas tinggi untuk 
mengimbangi capaian capaian yang telah berhasil 
dari negara negara lain, seperti Malaysia, 
Thailand, Singapura, Vietnam dan lain lain 
anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).  
 
Kemampuan Bidang Material (Asset) 
Material merupakan salah satu unsur 
terpenting dalam penyelenggaraan otonomi 
daerah untuk mewujudkan tujuannya sesuai 
dengan visi yang telah ditetapkan. Material 
menunjukkan pada perbekalan yang berbentuk 
peralatan yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan 
dan aktivitas dari sebuah unit kerja. 
Lancar atau tidaknya administrasi 
pemerintahan tergantung kepada tersedianya 
material, walaupun administratornya ahli, 
dukungan dana cukup, tetapi faktor material 
tidak ada, maka administrasi pemerintahan 
daerah tetap tidak lancar. 
Faktor material yang dibutuhkan dalam 
Administrasi Pemerintahan Daerah, antara lain 
yang terpenting adalah : 
a. Tempat kerja (bangunan kantor); 
b. Alat alat kantor, seperti lemari, meja dan kursi 
kerja dan lain lain, serta 
c. Alat alat komunikasi dan transportasi. 
 
Berdasarkan data yang peneliti peroleh 
dari Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah 
(BPKD) Kota Lhokseumawe, menunjukkan bahwa 
Pemerintah Kota Lhokseumawe, pada umumnya 
juga menggunakan alat alat kerja sebagaimana 
alat yang digunakan untuk aktivitas 
pemerintahan modern, dengan jumlah yang 
memadai, sehingga aktivitas yang dijalankannya 
lancar dan tidak mengalami hambatan. Namun 
persoalan aset yang dihadapi Pemerintah Kota 
Lhokseumawe ini justru terjadi pada peralihan 
asset dari Kabupaten Aceh Utara sebagai 
kabupaten induk, yang enggan melepaskan 
assetnya ke Pemerintah Kota Lhokseumawe, 
pada hal semuanya ini adalah asset negara yang 
digunakan pemerintah untuk kepentingan rakyat. 
Diharapkan untuk penyelesaian peralihan asset 
antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dan 
Kabupaten Aceh Utara, hendaknya pemerintah 
atasan dapat turun tangan, baik provinsi maupun 
pusat, sehingga persoalannya tidak berlarut larut.
  
Hambatan dan Kendala dalam Implementasi 
Tugas Tugas Pokok Pemerintahan Menghadapi 
Era  Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
  
Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
telah diberlakukan pada Desember 2015 yang 
lalu. MEA ini merupakan suatu kawasan 
terintegrasi untuk membangun dan 
mengembangkan ekonomi negara anggota 
ASEAN yang terdiri dari sepuluh negara, yaitu 
Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, 
Philipina, Brunai Darussalam, Vietnam, Laos, 
Miyanmar dan Kamboja. Terbentuknya MEA ini 
dipastikan terjadinya kesatuan pasar dan basis 
produksi. Ini membawa dampak terhadap arus 
barang, jasa, investasi, modal dalam skala besar 
serta skilled labour. Tidak ada lagi hambatan 
untuk masuk dari satu negara anggota ke negara 
anggota lainnya termasuk lingkup daerah, seperti 
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Provinsi, Kabupaten, Kota sampai desa desa 
diseluruh pelososk tanah air. Dengan konsep 
MEA ini Indonesia memiliki potensi dan peluang 
yang besar untuk meningkatkan perekonomian 
secara nasional maupun secara global. Dari data 
Bank Dunia, memperlihatkan bahwa Indonesia 
mengalami pertumbuhan tertinggi diantara 
negara negara ASEAN dan berada diurutan ke III 
di Asia setelah China dan India 
(Kompasiana.Com, diakses tanggal 20 Januari 
2018). 
Dengan adanya konsep MEA ini, diyakini 
bahwa negara Indonesia akan lebih maju dan 
berkembang dimasa yang akan datang, karena 
MEA ini merupakan kekuatan sekaligus 
kesempatan bagi Indonesia untuk mengais 
keuntungan serta menjadi pemenang dalam 
persaingan di era bebas tersebut. Akan tetapi di 
balik kekuatan dan kesempatan yang dimiliki 
tersebut, negara Indonesia masih mempunyai 
kelemahan. Kelemahan yang paling menonjol 
adalah terletak pada sinkronisasi program dan 
kebijakan antar pemerintah daerah dan pusat 
serta mind-set masyarakat khususnya pelaku 
usaha yang belum seluruhnya melihat peluang 
pengembangan perekonomian di era MEA 
mendatang (Kompasiana.Com, diakses tanggal 20 
Januari 2018). 
 Khususnya untuk Kota Lhokseumawe, 
dikaitkan dengan kemampuan Pemerintah dalam 
menyelenggarakan otonominya sesuai dengan 
Undang Undang tentang Pemerintahan Aceh dan 
Undang Undang Pemerintahan Daerah, 
menunjukkan bahwa Pemerintah Kota 
Lhokseumawe berkemampuan baik secara 
kelembagaan, keuangan, kepegawaian dan 
material, serta punya kapasitas untuk 
menyelenggarakan berbagai progran dan 
kegiatan yang berkaitan dengan tugas tugas 
pokok pemerintahan daerah untuk memenuhi 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan daerah, 
walau kenyataannya masih mengalami 
kekurangan dan keterbatasan pendapatan 
bidang keuangan.  
Dampak dari keterbatasan pendapatan, 
banyak program dan  kegiatan  yang harus 
diseleksi dengan penyusunan prioritas terhadap 
berbagai usulan dan aspirasi yang berkembang. 
Penyusunan prioritas ini menjadi penting, untuk 
menjaga keseimbangan antara tuntutan dan 
kebutuhan, dikaitkan dengan kemampuan 
penyediaan sumber dana. Yang penting jangan 
sampai terjadi over kapasitas terutama tuntutan, 
kebutuhan dan keinginan yang terlalu tinggi, 
sementara kemampuan bayar rendah karena 
sumber biayanya kecil, akhirnya terjadi kas 
kosong sebagaimana terjadi pada tahun 2016 
yang lalu. Ini adalah-malapetaka pemerintah 
daerah, sebagai dampak dari implementasi 
otonomi yang kurang terkendali dan 
perencanaan yang tidak akurat.   
 Era MEA saat ini sudah berjalan lebih 
kurang dua tahun, banyak negara sudah 
melakukan aksi menghadapinya, agar tidak 
tertinggal dengan negara dan daerah lain. Namun 
umumnya dikalangan Pemerintah Daerah, 
termasuk Pemerintah Kota Lhokseumawe, masih 
kurang memperhatikan masalah MEA ini.  
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Hal yang menonjol terjadi di lingkungan 
Pemerintah Kota Lhokseumawe, adalah 
kurangnya sosialisasi tentang MEA kepada 
aparatur pemerintah kota sendiri disamping juga 
untuk stakeholder lainnya, akibatnya banyak 
aparatur pemerintah kota tidak mengerti dan 
paham terhadap MEA, demikian juga masyarakat 
acuh tak acuh terhadap MEA ini. Disamping itu, 
Pemerintah Kota Lhokseumawe juga tidak punya 
pemikiran dan perencanaan khusus, apa langkah 
langkah strategi yang harus ditempuh dalam 
menghadapi MEA ini. Sementara program yang 
tersusun setiap tahunnya, tidak dikhususkan 
untuk MEA, walaupun program tahunan selalu 
dikaitkan dengan tuntutan dan kebutuhan 
masyarakat dan daerah. 
 Sehubungan dengan hal tersebut, 
peneliti memperoleh informasi dari beberapa 
sumber informan, yang dalam kapasitasnya 
berkaitan langsung dengan program program 
yang mendapat perhatian dan penekanan khusus 
dengan aktivitas MEA, seperti Bappeda beserta 
Kabid kabidnya, Dinas Perindustrian beserta 
Kabid kabidnya, DPM PTSP & NAKER beserta 
Kabid kabidnya, Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan Setdako, Kabag. Perekonomian 
Setdako dan lain lain. 
Berdasarkan pendapat responden, dapat 
disimpulkan bahwa belum  tertanganinya MEA 
oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah 
karena belum fokusnya pemerintah Kota dalam 
menghadapi MEA, hal ini disebabkan karena 
Pemerintah Provinsi Aceh  juga pemerintah pusat 
belum memberikan arahan dan petunjuk khusus 
untuk menghadapi MEA. Walaupun harus diakui 
bahwa banyak program program dari Pemerintah 
Kota yang bersentuhan langsung dengan 
program pembangunan dan pemberdayaan, baik 
secara ekonomi, sosial maupun budaya, yang 
secara tidak langsung, bersentuhan dengan 
aktivitas yang diemban dan dituntut di era  MEA.  
Dengan memperhatikan pemikiran para pejabat 
yang mengemban tugas yang secara langsung 
berkaitan dengan aktivitas MEA, dapat dikatakan 
bahwa kendala dan hambatan dalam 
menerapkan program dan kegiatan yang 
berkaitan dengan  MEA adalah internal 
Pemerintah Kota Lhokseumawe sendiri. Mungkin 
di kalangan Pemerintah Kota Lhokseumawe ada 
anggapan, dilaksana atau tidaknya MEA ini tidak 
bakal berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan daerah serta tidak ada imbasnya 
kepada masyarakat, karena Pemerintah punya 
sumber daya serta punya pasar sendiri,  yang 
tidak berpengaruh secara global. 
  
KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAH KOTA  
LHOKSEUMAWE MENGHA DAPI  ERA  MEA. 
 
Dengan mengacu pada Undang Undang 
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa 
pasal yang terkait, yaitu Pasal 17 Undang Undang 
Nomor 11 Tahun 2016, ayat (1) urusan wajib 
yang menjadi kewenangan pemerintah kota 
sebagaimana tertera pada  huruf h yang berbunyi 
“pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja 
dan ketenagakerjaan”. Kemudian huruf i yang 
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berbunyi “fasilitas pengembangan koperasi, 
usaha kecil, dan menengah, serta huruf n, yang 
berbunyi “pelayanan administrasi penanaman 
modal termasuk penyelenggaraan pelayanan 
dasar lainnya”. Selanjutnya dalam Undang 
Undang No.: 23 tentang Pemerintahan Daerah, 
juga dimuat beberapa urusan Pemerintahan 
Wajib  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 
(2) huruf a “Tenaga Kerja”, huruf k  “Koperasi & 
UKM”, huruf l “Penanaman Modal”, serta Pasal 
12 (3) Urusan Pemerintahan Pilihan, huruf b 
“Pariwisata”, huruf f “Perdagangan” dan huruf g 
“Perindustrian”. Dengan berpedoman pada  
kedua Undang Undang tersebut, maka ada 
beberapa langkah yang merupakan kebijakan 
strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang 
dapat dikelompokkan pada enam bidang, yaitu 1.  
Bidang Tenaga Kerja, 2. Bidang Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah, 3. Bidang Penanaman 
Modal, 4. Bidang Pariwisata, 5. Bidang 
Perdagangan, dan 6. Bidang Perindustrian. 
 
 A. Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, antara lain: 
1. Membuat pelatihan bagi masyarakat 
dikaitkan dengan kearifan lokal terutama  
bidang pengelasan, instalasi listrik, 
perbengkelan, menjahit/bordir, kerangka 
baja dan lain lain. Tenaga kerja yang 
menguasai bidang bidang tersebut akan 
menempati ranking kualitas tertentu untuk 
bersaing dengan tenaga kerja yang berasal 
dari luar daerah; 
2. Melatih agar aparatur pemerintah, 
pengusaha dan masyarakat luas dapat 
berbahasa Inggeris, sebagai bahasa 
internasional; dan  
3. Mengusahakan adanya sebuah Balai 
Latihan Kerja (BLK) yang dapat digunakan 
untuk melatih tenaga kerja dengan 
bekerjasama dengan Kementerian Tenaga 
Kerja untuk memenuhi  tuntutan dan 
kebutuhan pasar kerja.  
 
B. Kebijakan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah antara lain : 
1. Menginventarisir koperasi yang ada saat 
ini, selanjutnya dilakukan pembinaan 
sebagai  ekonomi kerakyatan dan 
kekeluargaan;  
2. Mengupayakan setiap desa punya koperasi 
minimal satu unit dan dilakukan 
pembinaan secara kontinu; dan 
3. Pembinaan manajemen Koperasi & UKM 
serta permudah pengurusan kredit modal 
usaha dengan bunga ringan dan tidak 
birokratis.  
4. Khusus untuk UKM harus mendapat 
perhatian ekstra, sebagai basis kekuatan 
dan daya tahan ekonomi nasional. 
 
C. Kebijakan Bidang investasi, antara lain : 
1. Menciptakan keamanan wilayah yang 
kondusif untuk menghilangkan keraguan 
bagi siapa saja yang akan melakukan 
investasi;  
2. Memberi kemudahan bagi investor yang 
akan menanam modal, terutama investor 
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dari negara luar  atau yang berasal dari 
negara negara ASEAN; 
3. Menyusun sebuah regulasi tentang 
investasi daerah, dan dipublikasikan secara 
internasional. 
 
D. Kebijakan Bidang Pariwisata, antara lain : 
1. Membangun sarana dan prasarana 
pendukung yang diperlukan pada setiap 
obyek wisata, dengan perencanaan yang 
konprehensif;  
2. Menyiapkan Tenaga kerja bidang 
pariwisata yang bersertifikasi yang siap 
dan mampu memback up perkembangan 
dan pertumbuhan pariwisata; dan 
3. Melakukan kegiatan publikasi dan promosi 
keluar daerah dan manca negara secara 
on-line dan menarik. 
 
E. Kebijakan Bidang Perdagangan, antara lain : 
1. Pemberdayaan UKM, terutama dalam hal 
produk dan kualitasnya, pemasaran dan 
promosi baik secara on-line maupun 
media lainnya;  
2. Pembinaan Gampong secara intensif 
melalui konsep“One Village One Product 
(OVOP)”; 
3. Meningkatkan ekspor ke luar negeri, tapi 
waspada akan resiko kompetisi munculnya 
banyak impor; 
4. Produk barang diupayakan punya merek 
dagang dan dikemas dalam kemasan yang 
terjamin dan menarik; dan  
5. Mengupayakan penyediaan gudang yang 
siap menampung barang ekspor daerah 
hinterland dan impor dari luar negeri. 
F. Kebijakan Bidang Perindustrian, antara lain :  
1. Menginventarisir aneka jenis usaha 
industri yang ada, guna  memudahkan 
pembinaan dalam meningkatkan kualitas 
produk dan tenagakerja; 
2. Membina kualitas pengusaha di bidang 
manajemen, bekerja sama dengan 
Kementerian Tenaga Kerja, untuk 
mencapai kinerja tinggi dan siap bersaing 
dengan perusahaan lain dari luar negeri,  
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja bidang 
industri melalui Diklat di Balai Latihan 
Kerja, sehingga mereka lebih berdaya 
dalam menghadapi pasar kerja secara 
global, termasuk penguasaan bahasa 
asing. 
 
P  E  N  U  T  U  P 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
diperoleh di lapangan tentang kebijakan dan era 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dikaitkan 
dengan implementasi dan kemampuan 
Pemerintah Kota Lhokseumawe  dalam 
menyelenggaran otonomi daerah dan tugas tugas 
pemerintahan lainnya, penulis dapat mengambil 
kesimpulan, sebagai berikut : 
1. Bahwa era MEA ini sudah berlangsung di 
lingkungan Negara anggota ASEAN 
berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman 
dari pimpinan negara anggota  ASEAN pada 
akhir tahun 2015. Dengan demikian setiap 
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negara anggota ASEAN bebas memasuki 
wilayah negara lain, dalam kaitannya dengan 
perdagangan, barang dan jasa, investasi, 
tenaga kerja, industri, pariwisata dan lain lain, 
secara terbuka serta setiap negara, siap tidak 
siap harus menerimanya;  
2. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang 
merupakan bagian dari negara Indonesia, 
sampai saat ini belum  melaksanakan aksi apa 
apa terhadap keberadaan MEA, pada hal MEA 
sudah berjalan pada akhir tahun 2015, dimana 
Indonesia merupakan salah satu anggotanya. 
Akhirnya masyarakat merasa pesimis dalam 
menghadapi era MEA ini, termasuk aparatur 
pemerintah kota sendiri. 
3. Kota Lhokseumawe yang merupakan satu 
lembaga Pemerintahan Kota, punya kapasitas 
serta  berkemampuan untuk 
menyelenggarakan otonominya, baik dilihat 
dari segi kelembagaan, keuangan, aparatur 
maupun material (asset), walaupun disadari 
masih banyak kelemahan dan kekurangan 
kekurangannya. 
4. Pemerintah Kota Lhokseumawe punya 
landasan kuat untuk mengantisipasi MEA 
karena  sebagai pemerintah otonom 
Pemerintah Kota Lhokseumawe punya 
wewenang dengan berpedoman pada dua 
aturan hukum (kebijakan), yaitu Undang 
undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh dan Undang Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. Kedua Undang undang tersebut saling 
melengkapi terhadap hal hal yang prinsipil di 
era MEA, baik menyangkut Tenaga Kerja, 
Koperasi dan UKM, Penanaman Modal 
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